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Abstrak
 

Perangkat peraturan perundang-undangan di tingkat daerah salah satunya adalah peraturan daerah. Peraturan

daerah merupakan bagian dari hukum nasional, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam

melaksanakan salah satu tugas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menjabarkan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dibuat berdasarkan kebutuhan daerah dalam

mengatur daerahnya, peraturan daerah harus berasaskan keadilan dan dapat mengakomodasikan kepentingan

masyarakat daerahnya. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, dan dilarang melanggar kepentingan umum. Selain itu peraturan daerah harus disusun

berdasarkan kebutuhan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan

hasil inventarisasi peraturan daerah, masih banyak peraturan daerah yang disusun pengaturannya belum

sepenuhnya mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, berdasarkan

kenyataan tersebut kiranya perlu dilakukan fasilitasi bimbingan teknis penyusunan peraturan daerah secara

terus-menerus dan berkesinambungan. Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah telah memberikan fasilitas

berupa konsultasi dan mediasi, bimbingan teknis, penyediaan dan pengolahan data peraturan daerah. Salah

satu bentuk kegiatan fasilitasi dilakukan dalam bentuk kajian peraturan daerah, agar para penyusun

(legislative drafting) peraturan daerah dapat menambah pengetahuan dan pemahamannya terhadap

penyusunan rancangan peraturan daerah. Diharapkan melalui kajian peraturan daerah, para penyusun

peraturan daerah dapat bertambah pengetahuan dan kemampuan dan pemahaman dalam bidang penyusunan

rancangan peraturan daerah, sehingga para legislative drafting dapat menyusun rancangan peraturan daerah

yang lebih baik lagi dan diharapkan di kemudian hari tidak ada lagi peraturan daerah yang dibatalkan.
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